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Abstract

The purpose of the implementation of these community service activities and programs, is
to provide informational socialization to the implementation of strategic environmental
study document preparation activities in improving perfection in the preparation of this
Strategic Environmental Review document. It is hoped that through this activity will
encourage the creation of planned governance of the substance and implementation of
the Spatial Plan of Indragiri Hulu Regency and the results of an accountable and
transparent study and give birth to a study document that has a good set of study results,
planned and directed. While the method of activities carried out is the Presentation
of Material with a meeting pattern that emphasizes on briefing, discussion, consultation,
brainstorming, positive inputs conducted interactively with forum members and
continued with real actions or activities relevant to strategic environmental study
materials for the perfection of the content of the document.

The results of this community service activity, running in accordance with the schedule
and plan that has been set, where the meeting participants have a very enthusiastic
response to the implementation of this public consultation activity, as an effective
discussion forum so as to create changes and developments in a better and directional
direction, in the form of policies, updating new data and information on the development
of regional and environmental development, especially in the District. Indragiri Hulu and
Riau province in general. In addition, the Strategic Environmental Review must
be adjusted in relation to the content and substance of technical materials that have been
combined and contained in the document of the Spatial Plan of Indragiri Hulu Regency
2021-2041 which has been planned.

Keywords : Public Consultation, Preparation of Strategic Environmental Review
Documents, Regional Spatial Plan
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Abstrak

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan dan program pengabdian masyarakat (PKM) ini, adalah
memberikan sosialisasi informasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam meningkatkan kesempurnaan dalam
penyusunan dokumen KLHS ini. Diharapkan melalui kegiatan ini akan mendorong
terciptanya tata kelola yang terencana terhadap substansi dan implementasi Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu dan hasil kajian yang akuntabel dan
transparan serta melahirkan dokumen kajian yang memiliki sekumpulan hasil kajian yang
baik, terencana dan terarah. Sedangkan Metode kegiatan yang dilakukan adalah
Presentasi Materi dengan pola rapat yang menekankan pada pengarahan, diskusi,
konsultasi, curah pendapat, masukan-masukan yang sifatnya positif dilakukan secara
interaktif dengan anggota forum dan dilanjutkan dengan aksi ataupun kegiatan riil yang
relevan dengan materi kajian KLHS untuk kesempurnaan isi dokumen KLHS itu sendiri.

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, berjalan sesuai dengan jadwal dan rencana
yang telah ditetapkan, dimana peserta rapat memilki respon yang sangat antusias terhadap
pelaksanaan kegiatan konsultasi publik ini, sebagai forum diskusi efektif sehingga
tercipta perubahan dan perkembangan ke arah yang lebih baik dan terarah, berupa
kebijakan-kebijakan, pembaharuan data-data maupun informasi yang baru terhadap
perkembangan pembangunan wilayah dan lingkungan yang ada khususnya di Kabupaten
Indragiri Hulu dan wilayah Propinsi Riau umumnya. Seyogyanya hal kajian KLHS
tersebut, haruslah disesuaikan keterkaitannya dengan isi serta substansi materi teknis
yang telah dipaduserasikan dan tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 yang telah direncanakan.

Kata Kunci : Konsultasi Publik, Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah
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1. PENDAHULUAN

Dengan berdasarkan Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 15 ayat (¢D)
Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah serta pada pasal 19
ayat (1) menyatakan  untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib
didasarkan pada KLHS, sehingga sudah sangat jelas bahwa penyusunan KLHS ini
merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pemerintah
daerah. Penyusunan tersebut dimaksudkan untuk mengamankan kebijakan yang
dilandaskan pada kebijakan lingkungan yang berkelanjutan.
Untuk itu, KLHS ini diperlukan dalam upaya penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari
RTRW yang telah disusun terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung
proses pengambilan suatu keputusan.

Oleh sebab itu, KLHS yang disusun tentu akan mampu memperbaiki mutu dan
proses formulasi substansi dari RTRW itu sendiri, memfasilitasi proses pengambilan
keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan
hidup, dengan tujuan sosial dan ekonomi. Substansi KLHS ini dimungkinkan untuk
mampu meminimasi potensi dampak penting negatif akibat usulan RTRW yang
direncanakan jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW tersebut rendah, serta melakukan
langkah-langkah perlindungan yang tangguh jika tingkat keberlanjutan substansi RTRW
moderat dan memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan

ekosistem. Pelaksanaan KLHS dilaksanakan dengan
mekanisme pengkajian pengaruh kebijakan, rencana,
dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu
wilayah;  perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau
program; dan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan

keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pemb
angunan berkelanjutan.

Dapat juga dilihat bahwa KLHS ini bukan bertujuan untuk menghalangi suatu
pembangunan namun dengan pertimbangan isu lingkungan maka pembangunan yang
dilakukan tersebut tidak akan mengurangi daya dukung dan daya tampung dari lingkungan.
Oleh karena itu, KLHS bermanfaat untuk menunjang sebuah kebijakan agar kebijakan
tersebut dapat diterapkan dalam jangka panjang serta bukan kebijakan yang hanya bisa
diterapkan dalam jangka pendek karena berdampak besar terhadap lingkungan. Selanjutnya
di dalam dokumen KLHS seyogyanya memuat kajian antara lain: a.
kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b.
perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa
ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat
ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
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Lebih jauh lagi bahwa KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam
menuntun, mengarahkan, dan menjamin efek negatif terhadap lingkungan dan
keberlanjutan dipertimbangkan dalam rencana dan program (KRP) tata ruang. Posisinya
berada pada relung substansi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, siklus dan bentuk
pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang tidak selalu mudah/gamblang, maka
manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing RTRW yang akan di tetapkan. Pada
keberadaannya yang kontekstual menyebabkan pokok-pokok pikiran dalam Dokumen
KLHS tidak bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang baku, melainkan sebagai sebuah
arahan untuk memilih alternatif-alternatif pemanfaatan yang sesuai dengan kebutuhan.

Ada bebebrapa nilai-nilai yang dianggap penting dalam aplikasi KLHS antara lain :

« Keterkaitan (interdependency); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan
maksud agar dalam penyelenggaraan KLHS mempertimbangkan keterkaitan antara satu
komponen dengan komponen lain, antara satu unsur dengan unsur lain, atau antara satu
variabel biofisik dengan variabel biologi, atau keterkaitan antara lokal dan global,
keterkaitan antar sektor, antar daerah, dan seterusnya. Dengan membangun pertautan
tersebut maka KLHS dapat diselenggarakan secara komprehensif atau holistik.

o Keseimbangan (equilibrium); digunakan sebagai nilai penting dalam KLHS dengan
maksud agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai
keseimbangan seperti keseimbangan antara kepentingan sosial ekonomi dengan
kepentingan lingkungan hidup, keseimbangan antara kepentingan jangka pendek dan
jangka panjang, keseimbangan kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan lain
sebagainya. Implikasinya, forum-forum untuk identifikasi dan pemetaan kedalaman
kepentingan para pihak menjadi salah satu proses dan metode yang penting digunakan
dalam KLHS tersebut.

« Keadilan (justice); digunakan sebagai nilai penting dengan maksud agar melalui KLHS
dapat dihasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan
marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan
akses dan kontrol terhadap sumber alam atau modal atau pengetahuan.

Agar adanya pendekatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan
pihak stakeholders yang ada berjalan dengan intens dan seharusnya selalu berkolaborasi.
Untuk itu perlunya suatu peran serta oleh Lembaga Perguruan Tinggi untuk menselaraskan
dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Undang-undang. Dengan demikian
Program Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen ini merupakan salah satu Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan oleh setiap Dosen dalam rangka mencapai
perwujudan nyata tujuan yang telah ditetapkan dan diarahkan Undang-undang, sehingga
terjadinya sinergisitas antara Pemerintah Daerah dengan seluruh stakeholders yang ada.

Sebagai harapan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini
adalah adanya peningkatan pengetahuan serta pemahaman-pemahaman terhadap KLHS
dan penataan ruang wilayah, dapat mengikuti dan mematuhi amanat Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian diharapkan tidak adanya pelanggaran-
pelanggaran mengenai implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah maupun dampak
lingkungan lainnya yang terjadi. Tidak lagi terjadi kesalahan dalam mengelola administrasi
yang telah ditetapkan baik kepada Instansi terkait maupun aparaturnya.
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Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka saya sebagai Dosen STIE
Indragiri ingin mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
(PKM) ini mengenai: Tema Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-
2041 Kabupaten Indragiri Hulu.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 7 April
2021 mulai dari pukul 09.00 s.d selesai bertempat di aula Kantor Bappeda Kabupaten
Indragiri Hulu. Kegiatan ini dilakukan secara langsung (luring) dengan mengundang
Narasumber/Tenaga Ahli KLHS. Adapun peserta yang menjadi target undangannya yaitu,
Ketua Pansus A DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, para Kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), Camat Se Kabupaten Indragiri Hulu, Kepala Kantor BPN Kabupaten
Indragiri Hulu, Kepala Balai TNBT Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Forum Kepala Desa
di Setiap Kecamatan Se Kabupaten Indragiri Hulu, Perguruan Tinggi, LSM Sialang
(Sinergi Alam dan Pembangunan. Adapun media yang digunakan yaitu infokus untuk
mendukung penyampaian dan menampilkan materi yang disampaikan oleh Narasumber.

Presentasi akan dilakukan dengan diawali dengan registrasi peserta, acara
pembukaan, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Do,a, Laporan Ketua
Kelompok Kerja KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu oleh Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu serta dilanjutkan dengan sambutan dari
Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan
materi oleh Narasumber Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS terhadap RTRW
Kabupaten Indragiri Hulu yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD). Tema
Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021-2041 Kabupaten Indragiri
Hulu Provinsi Riau.

Diskusi dan tanya jawab dilakukan setelah selesai Narasumber menyampaikan materi
terkait tema tersebut di atas. Pada momen ini peserta yang hadir sangat merespon acara ini
dan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan, dan kemudian
dijawab dan didiskusikan dalam forum yang sedang berlangsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang menampikan tema
Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2021-2041. Untuk meningkatkan kinerja aparatur pengelola dan pihak OPD
terkait di Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaksanaan kegiatan PKM ini berjalan dengan lancar
dan para peserta forum sangat bersemangat memperhatikan paparan materi yang
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disampaikan oleh narasumber/tenaga ahli KLHS. Para peserta memberikan tanggapan
bahwa sangat mendukung atas pelaksanaan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen
KLHS terhadap RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041 ini. Hanya saja ada
beberapa masukan maupun saran kebutuhan terhadap data-data dan informasi yang perlu
diperbaharui dan diperhatikan terkait perubahannya dengan baik, sehingga menjadikan
kelengkapan dan kesempurnaan mendalam terhadap dokumen yang disusun tersebut.

Untuk itu, dokumen KLHS ini bisa menentukan substansi RTRW, bisa juga
memperkaya proses penyusunan dan evaluasi suatu keputusan, selanjutnya bisa
dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan
(suplementer) dari penjabaran RTRW itu sendiri atau kombinasi dari beberapa atau semua
fungsi-fungsi yang tersebut di atas.

Sementara itu, dalam penyusunan KLHS dimana scientific judgement tidak terlalu
dikedepankan, akan tetapi diskusi publik dari berbagai stakeholder yang berkepentingan
dan terkena dampak dari sebuah kebijakan, rencana dan program yang sangat diperlukan.
Diskusi ini, melibatkan pemangku kepentingan, seperti OPD, petanian, perkebunan,
perikanan dan kelautan, pariwisata dan lain sebagainya. Adapun KLHS ini bermanfaat
untuk bisa mengefektifkan instrument pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan. Dengan demikian KLHS akan tetap bisa fleksibel terintegrasi ke dalam
kebijakan walaupun kebijakan tersebut sudah dicetuskan.

Produk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan bagian dari rencana
umum tata ruang yang di dalam mengatur rencana struktur dan rencana pola ruang, RTRW
memiliki masa berlaku 20 tahun, dapat ditinjau kembali 1 x dalam 5 tahun. Review RTRW
merupakan penyempurnaan materi RTRW untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan
tantangan pembangunan masa depan. Penyempurnaan materi RTRW tentunya dapat
berakibat pada perubahan kebijakan, rencana, dan program (KRP) tata ruang. Sebagaimana
yang diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa setiap dokumen yang mengandung unsur
kebijakan, rencana, dan program wajib didasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,
dan/atau program, maka dalam penataan ruang, KLHS ini akan mempunyai manfaat:

1. Merupakan instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup;

2. Merupakan sarana pendukung pengambilan keputusan pelaksanan program
pemanfaatan ruang;

3. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian
secara sistematis dan cermat atas pilihan-pilihan pemanfataan ruang yang tersedia;

4. Mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan
adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses
pengambilan keputusan;

5. Melindungi aset-aset sumber daya alam dan lingkungan hidup guna menjamin
berlangsungnya pembangunan berkelanjutan;
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6. Memfasilitasi kerjasama lintas sektor dan/atau batas untuk mencegah konflik, berbagi
pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

+= DOKUMENTASI =+

Kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041

Gambar 1 : Registrasi Peserta Undangan

268




Gambar 2 : Pembukaan Oleh Pembawa Acara Dan Hadir Unsur Pimpinan

i
ULTAST PUBLIK
UMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGLS
AP RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PATEN INDRAGIRI HULU 2021 - 2041
PEMATANG REBA, 7 APRIL 2021

Bapak Candra Saragih, SE (DPRD Inhu) Bapak Ir. Selamat, MM (Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kab. Inhu)

Bapak Dr. Aji Ali Akbar, S.Hut.,M.Sc

Daerah Kab. Inhu) (Ketua Tim Ahli KLHS)

‘ Bapak Ir. Hendrizal, M.Si (Sekretaris




Gambar 3 : Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
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Gambar 4 : Pembacaan Do’a
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Gambar 5 : Laporan oleh Ketua Kelompok Kerja KLHS RTRW Kabupaten
Indragiri Hulu (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Indragiri Hulu Bapak Ir. Selamat, MM).
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Gambar 6 : Sambutan Sekaligus Membuka Acara Konsultasi Publik oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Bapak Ir. H.
Hendrizal, M.Si
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Gambar 7 : Presentasi Tentang Materi KLHS RTRW Kabupaten Indragiri
Hulu Tahun 2021-2041 Oleh Tenaga Ahli yaitu Bapak Dr. Aji
Ali Akbar, S.Hut., M.Sc

274



Gambar 8 : Cuplikan Power Point Penting Tentang Materi KLHS Terhadap
RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041

Pasal 8 (2)
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Gambar 9 : Cuplikan Power Point Penting Tentang Materi KLHS Terhadap
RTRW Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021-2041

PENYELENGGARAAN KLHS

(BAB III ; PASAL 13 — 30) PERMENLHK P. 69/ 2017
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. Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati.
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Gambar 10 : Forum Diskusi
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Gambar 11 : Forum Diskusi
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Gambar 12 : Poto Bersama
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Gambar 13 : Daftar Hadir (Absensi Lembar 1)

Daftar : Hadir Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Terhadap RTRW Kab. Inhu Tahun 2021-2041

Hari : Rabu
Tanggal :7 April 2021
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Gambar 14 : Daftar Hadir (Absensi Lembar 2)

Daftar : Hadir Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Terhadap RTRW Kab. Inhu Tahun 2021-2041

Hari : Rabu
Tanggal : 7 April 2021
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Gambar 15 : Daftar Hadir (Absensi Lembar 3)

Daftar : Hadir Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Terhadap RTRW Kab. Inhu Tahun 2021-2041
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Gambar 16 : Surat Tugas Melaksanakan PKM
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Gambar 17 : Surat Undangan Konsultasi Publik
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Gambar 18 : Surat Undangan Konsultasi Publik (Daftar Lampiran 1)
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Gambar 19 : Surat Undangan Konsultasi Publik (Daftar Lampiran 2)
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Gambar 20 : Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tentang Pembentukan
Tim Penyusunan Dokumen KLHS Terhadap RTRW Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun 2021-2041
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4. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, yaitu
dengan melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS terhadap RTRW
Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2021-2041. Sebagai upaya penerapan maupun
implementasi dari substansi Undang-undang nomor: 32 tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan Pemerintah Daerah Wajib
menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program. Konsultasi Publik ini
diselenggarakan pada tanggal; 7 April 2021. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini
tentunya sangat bermanfaat dan penting karena dapat meningkatkan suatu profesional dan
kinerja Dosen maupun masyarakat yang ada sebagai sasaran dan juga bertujuan untuk
dapat serta mampu memberikan maupun menentukan gambaran serta dapat menetapkan
suatu program akademik yang tepat sasaran dan sesuai dengan situasi perkembangan
pembangunan pada semua sektor yang berkembang.

5. SARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini tentunya
sangat diperlukan suatu komitmen yang kuat serta koordinasi yang baik antara pimpinan
STIE Indragiri dan harus didukung oleh Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) terkait yang ingin membangun kerjasama yang baik dan sinergisitas,
sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan kegiatan pengembangan disemua bidang
akademik termasuk pengembangan dan penerapan terhadap kegiatan Pengabdian Kepada
Masyarakat ini, dimana kegiatan yang dilaksanakan ini juga merupakan salah satu wujud
dari implementasi pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur kepada Allah SWT, Alhamdulilllah, dimana Kegiatan PKM ini, yang
pelaksanaannya di Aula Kantor Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu telah dilaksanakan
dengan baik dan sesuai dengan rencana serta jadwal yang telah dibuat. Oleh sebab itu, atas
semua dukungan serta perhatian semua pihak yang telah diberikan, diucapkan terima kasih
yang setinggi-tingginya antara lain kepada :

Bapak Bupati Indragiri Hulu.

Bapak Sekretaris Daerah Indragiri Hulu.

Kepala OPD Se Kabupaten Indragiri Hulu.

Camat Se Kabupaten Indragiri Hulu.

Bapak Ketua STIE Indragiri Kabupaten Indragiri Hulu dan Bapak Kepala LPPM STIE
Indragiri beserta seluruh unsur Manajemen.

Bapak dan Ibu Dosen STIE Indragiri Rengat.

Bapak dan Ibu Tim Tenaga Ahli Penyusunan Dokumen KLHS.

Bapak Plt. Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hulu.
Bapak Kepala Bidang Penataan Ruang, Para Kasi serta seluruh Staf yang terlibat.
0 Bapak dan Ibu Peserta Forum Rapat yang hadir.

koo

'—‘OPONF”

293



7. DAFTAR PUSTAKA

Mitchell Bruce, Setiawan B., Rahmi Hadi Dwita, 2000, “Pengelolaan Sumberdaya dan
Lingkungan”, Gadjah Mada University Press.

Undang-undang nomor: 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang nomor: 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Presiden Rl Nomor: 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.69/MenLHK/Setjen/
Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 46 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor: 10 Tahun 201 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038.

294



